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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. KESIMPULAN  

1. Kriteria efektifitas  

             Manfaat evaluasi penyusunan RPJMDes, pemerintah desa dan 

masyarakatnya sangat mendukung dan bekerja sama untuk membangun 

desa karena dengan adanya program RPJMDes sangat membantu 

masyarakat dalam berbagai bidang yang ada di desa, Sedangkan tujuan 

dari diadakan evaluasi rencana pembangunan tersebut agar masyarakat 

dapat melihat dan merasakan pembangunan yang sedang berjalan dari 

tahun ke tahun. Dengan adanya proses evaluasi dari  rencana pembangunan 

(RPJMDes) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan memastikan 

dengan pembangunan yang sedang berjalan yaitu masyarakat bisa 

mengetahui jumlah dana kalender kerja  sehingga kedepannya dapat 

mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan 

keadaan dalam desa. 

2. Kriteria efisiensi 

      Dalam tahapan persiapan evaluasi rencana pembangunan desa 

(RPJMDes)  kepala desa bersama aparat desa melakukan pengkajian 

keadaan desa setelah itu   melakukan musyawarah rencana pembangunan 
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desa bersama masyarakat dengan beberapa tahap yaitu musdus  musdes 

dan ke tingkat kecamatan yaitu musrenbangdes. 

3. Kriteria Kecukupan 

         Belum tercapai sepenuhnya namun secara mendasar setiap program 

dan kegiatan telah dilaksanakan selama 3 tahun berjalan dan yang menjadi 

kekurangan pada pelaksanan tersebut dapat menjadi acuan untuk 

pelaksanaan program dan kegiatan ke depannya untuk lebih baik dan lebih 

maksimal. 

4. Kriteria Perataan 

1) partisipatif di Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten 

Ende tidak berjalan dengan baik karena sebagian besar didominasi 

oleh pemahaman yang masih minim dari masyarakat dan, lemahnya 

informasi karena yang menjadi dasar  dari sebuah rencana adalah 

informasi.  

2) Cara termudah  yang efektif dengan masyarakat adalah melibatkan  

masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa untuk 

mencapai suatu tujuan didalam desa.  
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5. Kriteria Responsifitas 

1) kegiatan evaluasi rencana pembangunan desa (RPJMDes) dalam 

responsifitas adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan 

kajian keadaan desa berupa penyampaian usulan terkait  potensi 

masalah dan program.  

2)  Partisipasi masyarakat  dalam pembahasan rancangan dokumen 

RPJMDes berupa penyampain usulan kritik dan saran. 

3) Usulan program dari masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan RPJMDes akan dipertimbangkan oleh aparat desa 

melalui beberapa hal yaitu;  visi dan  misi desa, efektifitas dan 

efisiensi program kebutuhan masyarakat desa. 

6. Kriteria Ketepatan 

                 Berkaitan dengan keberhasilan dan pencapain suatu tujuan yang 

diukur dengan kualitas dan kuantitas dalam RPJMDes karena 

pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, 

selain itu juga dengan adanya RPJMDes juga menjadi salah satu ukuran 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam desa dan untuk 

kemajuan masyrakat keseluruhan yang dilakukan berdasarkan potensi dan 

kemampuan. Pernyataan diatas juga menunjukan bahwa kurangnya 

partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah desa karena masing – 

masing lembaga yang ada di desa kurang memahami masing – masing 

lembaga dalam pembngunan desa, masih memliki pola pikir yang 
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berorientasi pada keuntungan ekonomis( Uang ), kurangnya kerja sama 

antara semua lembaga yang ada di Desa. 

6.2. SARAN 

                        Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, berikut saran yang peneliti 

berikan kepada  pemerintah desa dan masyarakat desa Tou Barat 

1. Melihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 

Desa Tou Barat, maka perlu adanya peran pemerintah untuk 

merangsang masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan evaluasi rencana pembangunan di desa. Dengan ini 

pemerintah desa perlu mempertegaskan lagi seperti : 

a) Masyarakat harus wajib ikut berpartisipasi dalam kegiata-

kegiatan apapun yang masuk dalam desaseperti kegiatan  

yang ada di kantor desa. 

b) Perangkat desa juga waji  b masuk kantor desa minimal 3 

kali dalam seminggu.  

2. Pemerintah desa  harus melakukan pendekatan sosial, pendekatan 

yang dilakukan lebih sering berkomunikasi dengan desa dan 

masyarakatnya sehingga akan terjalin ikatan dan hubungan yang baik. 

3. Kualitas SDM  perangkat desa dan  masyarakat  perlu ditingkatkan, 

karena pemahaman yang masih sangat minim, hal ini perlu adanya 

kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. 
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4. Fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan di kantor desa perlu dilengkapi 

sehingga pada saat kegiatan dikantor desa tidak ada hambatan lagi 

dengan fasilitas tersebut. 

5. Perlu ditingkatkan lagi kerja sama antara lembaga yang ada di desa  
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

Efektifitas : 

1. Apa manfaat RPJMDes dalam proses pembangunan desa ? 

2. Apa tujuan dari diadakan evaluasi rencana pembangunan desa ? (RPJMDes). 

Efesiensi : 

1. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam tahapan proses evaluasi?  

2.  Apa usaha yang dilakukan pemerintah desa setelah proses evaluasi RPJMDes 

Kecukupan : 

1. Bagaimana hasil musdes dalam evaluasi perencanaan pembangunan desa 

 ( RPJMDes) ? (Kepala Desa, PLD ? 

2. Apa saja hal-hal yang diperlukan dalam program pelaksanaan pembangunan 

( RPJMDes)? 

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes ? 

Perataan :  

1. Apakah proses evaluasi rencana pembangunan desa dapat berjalan dengan 

baik? 

Responsifitas:  

1. Bagaimana tanggapan masyarakat dalam hasil musdes evaluasi rencana 

pembangunan jangka menengah desa ( RPJMDes ) ? 

2. Bagaimana tanggapan Pemerintah Desa terhadap   Evaluasi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa? 

Ketepatan : 

1. Apa saja tantangan atau hambatan dalam proses penyusunan RPJMDes ? 


